BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.
Sesuai dengan uraian bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, ialah:
a. Sebelah kiri mesjid dibangun TK dan kanan dibangun rumah dinas Camat
(Kasus I).
b. Tanah yang sebelumnya diatasnya dibangun masjid kemudian dipindahkan
dan berubah dibangun kantor desa (Kasus I1).
c. Tanah wakaf dijual oleh nadzir dan kemudian dibelikan tanah baru untuk
pembangunan masjid yang lebih besar (Kasus IlI).
2. Faktor yang mempengaruhi praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti
Kecamatan Alalak, ialah:
a. Masih banyak lagi tanah yang tidak terpakai, lebih baik dimanfaatkan
(Kasus I).
b. Tidak memenuhi ketentuan syarat sholat Jum’at, sehingga masjid dipindah
ke tepi jalan raya (Kasus II).
c. Tanahnya hanya mampu untuk dibangun masjid yang kecil dan lebih baik
dijual untuk dibelikan yang lebih luas (Kasus I1I).
3. Dampak dari praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan
Alalak, adalah:
a. Pihak keluarga tidak mempermasalahkan, asal tanah wakaf dapat

dimanfaatkan untuk kebaikan (Kasus I).



b. Keluarga wakif tidak senang karena tidak sesuai tujuan awal, namun
daripada tidak terpakai terpaksa menerimanya (Kasus II).

c. Awalnya wakif menentang keras, namun kemudian menerimanya karena
manfaatnya lebih baik (Kasus III).

4. Berdasarkan hasil analisis, bahwa praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil
Bakti Kecamatan Alalak tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan
bertentangan dengan ikrar wakaf dan tujuan dari wakif. Sebab tanah wakaf telah
beralih fungsinya untuk pembangunan TK dan rumah dinas (kasus I), untuk
pembangunan kantor desa dan dijual untuk pembangunan rumah (111), maka
jelas tidak tepat. Namun ketika memperhatikan faktor penyebabnya, memang
mempunyai dasar yang kuat, seperti tanahnya masih banyak yang tidak
dimanfatkan, atau daripada tidak dimanfaatkan dan karena ada maslahat yang
lebih besar. Namun yang terpenting adalah dampak positifnya ternyata tanah
wakaf masih tetap berfungsi, yang terpenting untuk sarana mendekatkan diri
kepada Allah Swt. Oleh karena itu dari segi faktor penyebabnya dan dampaknya
maka dapat dibenarkan secara hukum Islam. Sebab wakaf secara tegas untuk
kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), tidak
terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan
kesejahteraan umat manusia pada umumnya, seperti untuk pembangunan TK
dan rumah dinas (kasus 1), untuk pembangunan kantor desa (Kasus II), dan
dijual tanah dan hasilnya untuk pembangunan kembali masjid yang lebih besar

dan menampung banyak jamaah (kasus I11).



B. Saran.

1.

Hendaklah masyarakat dalam mewakafkan tanahnya harus tercatat secara resmi
melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan kemudian disertifikatkan, sehingga tercatat
resmi dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Kepada pihak nadzir dan masyarakat, agar dalam mengelola tanah wakaf harus
memperhatikan legalitasnya dan memanfaatkan tanah wakaf semaksimal

mungkin untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat umum.
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